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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Manusia dalam mencapai kebutuhan hidupnya memerlukan kerjasama, sehingga antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling melibatkan diri untuk membuat suatu perjanjian dan biasanya dilakukan antara orang yang sudah mempunyai rasa kepercayaan tinggi satu sama lain. Para pihak yang menjadi subyek hukum dari perjanjian biasanya tidak mau merasa dipersulit dengan aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian. Menjamin terlaksananya perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut, kunci utamanya adalah rasa saling percaya yang timbul satu sama lain. 
Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.

Secara yuridis, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.
 Akibat peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

“Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari Undang-Undang”.
 Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-Undang”. 

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :  “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Pengingkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.

Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.  Seseorang dengan membuat perjanjian, maka pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri. Sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian harus terdapat interaksi aktif yantg bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing seperti dalam melakukan perjanjian sewa menyewa, bahwa untuk terjadinya perjanjian tersebut maka haruslah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Masyarakat pada umumnya melakukan perjanjian sewa menyewa dengan menggunakan perjanjian di bawah tangan serta secara lisan, hal ini disebabkan karena masyarakat menilai perjanjian di bawah tangan maupun lisan lebih mudah, effisien, serta lebih murah dari pada menggunakan perjanjian dengan akta otentik. Akta di bawah tangan adalah “akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti notaris atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu”

Perjanjian yang dilakukan dengan cara lisan sangat bergantung dengan adanya saksi-saksi yang hadir di dalam pembuatan kesepakatan perjanjian. Hal ini disebabkan apabila terjadinya pelanggaran perjanjian (wanprestasi) di dalam menjalankan perjanjian, maka ada saksi-saksi yang dapat menyatakan kebenaran dari kesepakatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Wanprestasi dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Salah satu pihak di dalam perjanjian dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, dan berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak yang merasa dirugikan

Wanprestasi yang terjadi akibat salah satu pihak di dalam perjanjian melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sangat rentan terjadi di dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan, hal ini disebabkan karena tidak adanya alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut benar atau tidak, serta perjanjian yang dilakukan secara lisan hanya bergantung pada keterangan saksi-saksi yang hadir di saat terjadinya kesepakatan antara para pihak, sehingga membuat salah satu pihak dengan mudah melakukan wanprestasi.

Salah satu kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 yang dimana batalnya perjanjian sewa menyewa dilakukan antara PT. Hartakie Ekspres Indonesia (penggugat) melawan PT. Trust Line Marine (tergugat), PT. Andromeda Sentral Pasifik (tergugat I), Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak (tergugat II). Gugatan diajukan oleh penggugat akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu tergugat secara sepihak mengganti kapal TB trust 36 menjadi kapal TB Trust 77 yang memiliki spesifikasi mesin lebih rendah dari spesifikasi mesin dalam perjanjian.
Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi perjanjian sewa menyewa antara penggugat selaku pemberi sewa dengan tergugat selaku penyewa dan dalam menjalankan prestasinya tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan cara melakukan prestasi yang tidak semestinya dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Kasus wanprestasi atas sewa menyewa tersebut di atas maka akan diteliti dan dianalisis secara lebih mendalam tentang masalah wanprestasi sewa menyewa gudang secara lisan, sehingga melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Tunda (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023)”.

Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda ?

Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 ?

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 ?

Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda.

Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kapal tunda berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023
Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

Sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa.

Sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa. 
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